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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2002
TENTANG
PENYIARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

enimbang;

bahwa kemerdekaan menyampakan pendgpat dan memperoleh informas medui
penyiaran sebaga perwujudan hak asas manusa dadam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, sdaras dan
seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa spektrum frekuend radio merupakan sumber daya dam terbatas dan
merupakan kekayaan nasond yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara dan
dipergunakan umlk shesx-besarya  karakmuan rdyad ssd dagen dtadta
Rrakames 17 Agustus 1945,

bahwa utlkk majega ineyas nedod, kargamken nmes/aska  Indonesa  dn
taldksaya doom  degeh meka palu dbetk d9am payiaan rnesod  yayg
majann  tadpaya tdaen ifomes nesod yag al, madg den smbag guma
memyjuckan keedilan sodd beg sHuruh rekyat Indonesig;

bahwa lembaga penyiadan merupakan media komunikes massa yang mempunya
peran penting dadam kehidupan sosd, budaya, politik, dan ekonomi, memiliki
kebebasan dan tanggung jawab ddam menjdankan fungsnya sebaga media
informas, pendidikan, hiburan, serta kontrol dan perekat sosd;

bahwa saran yang dipancarkan dan diterima secara bersamaan, serentak dan bebas,
memiliki pengaruh yang besar ddam pembentukan pendapat, Skap, dan perilaku
khalayak, maka penydenggara penyiaran wgib batanggung javeb ddam menjaga nila
mord, tata a8lg budaya, kepribadian dan kesatuan bangsa yang belandesken kepeda
Keduharnen Y angMahaEsadan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimeksud ddam huruf @ huruf b,
huruf ¢, huruf d, dan huruf e maka Undang-undang Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Penyiaran dipandang tidek sesua lagi, sehingga perlu dicabut dan  membentuk
Undang-undang tentang Penyiaran yang baru;

Mengingat:

1.

Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 21 ayat (1), Pasal 28F, Pasal 31 ayat
(1), Pasal 32, Pasd 33 ayat (3), dan Pasd 36 Undang-Undang Dasar 1945
sebagamana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3821);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikas (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3881);



7.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asas Manusa (Lembaran
Negara Republik Indonesa Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3886);

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3887);
Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4220);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PENYIARAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Ddam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1.

Siaran addah pesan atau rangkaian pesan dadam bentuk suara, gambar, atau Suara dan
gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, bak yang bersfa interaktif maupun
tidak, yang dapat diterimameaui perangkat penerima Siaran.

Penyiaran addah kegialan pemancarluasan Saran mddui sxrana pemancaran
dan/atau sarana trangmis di darat, di laut atau di antaiksa dengan menggunakan
goektrum frekuens radio mddui udara, kabd, dan/atau media lainnya untuk dapat
diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima
Saran.

Penyiaran radio addah media komunikas massa dengar, yang menyaurkan gagasan
dan informas ddam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang
teratur dan berkesnambungan.

Penyi’an tdevis addah media komunikes massa dengar pandang, Yyang
menyaurkan gagesan dan informas ddam bentuk suara dan gambar secara umum,
baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan.

Saan iklan addah daran informas yang bersfa komersa dan layanan masyaraka
tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khaayak
dengan atau tanpaimbaan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

Saan iklan niaga addah daan iklan komersd yang disakan mddui penyiaran
radio aau teevis dengan tujuan memperkendkan, memasyarakatkan, dan/atau
mempromoskan barang aau jasa kepada khaayak sasaran untuk mempengaruhi
konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.

Saan iklan layanan masyarakat addah daan iklan nonkomersd yang didarkan
medui  peayiaan radio aau tdevis dengan  tuyuan  memperkendkan,
memasyarakatkan, dan/atau mempromoskan gagasan, citacita, anjuran, dan/atau
pesantpesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat
dan/atau bertingkah laku sesual dengan pesan iklan tersebut.

Spektrum  frekuens radio addah geombang eektromagnetik yang dipergunakan
untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar
buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya dam terbatas.

Lembaga penyiaran addah penydenggara penyiaran, bak lembaga penyiaran publik,
lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran
berlangganan yang ddam mdaksanakan tugas, fungs, dan tanggung jawabnya
berpedoman pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.

10. Sdem penyiaran nedonad adadah tatanan penydenggaraan  penyiaran  nasond

berdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-undangan  yang berlaku  menuju



tercgpainya asas, tujuan, fungs, dan aah penyiaan nasond sebaga  upaya
mewujudkan cita-cita nasond sebagamana tercantum daam Pancasla dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

11. Tatanan informas nasond yang adil, merata, dan seimbang addah kondis informas
yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informas aau pesan ddam
penyiaran antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesa
dan duniainternasond.

12. Pemerintah addah Menteri a@au pgabat lannya yang ditunjuk oleh Presiden atau
Gubernur.

13. Komis Penyiaan Indonesa addah lembaga negara yang bersfat independen yang
ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur daam Undang-
undang ini sebagal wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

14.1zin penyelenggaraan penyiaran addah hak yang diberikan oleh negara kepada
lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

BAB Il
ASAS, TUUAN, FUNGSI, DAN ARAH

Pasal 2
Penyiaran disdenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum,
keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.

Pasal 3
Penyiaran disdenggarakan dengan  tujuan untuk memperkukuh integras  nasiond,
terbinanya watek dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan
kehidupan bangsa, memgukan kesgahteraan umum, daam rangka membangun
masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sgahtera, sarta menumbuhkan industri
penyiaran Indonesia

Pasa 4
(1) Penyiaran sbaga  kegiatlan komunikes massa mempunya fungs sébaga media
informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosdl.
(2) Ddam menjdankan fungs sebagamana dimeksud ddam ayat (1), penyiaran juga
mempunyal fungs ekonomi dan kebudayaan.

Pasal 5
Penyiaran diarahkan untuk :
a menunjung tinggi peéaksanaan Pancasla dan  Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
menjaga dan meningkatkan morditas dan nila-nila agama sertajati diri bangsa;
meningkatkan kuditas sumber daya manusig;
menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa;
meningkatkan kesadaran ketastan hukum dan disiplin nasiond;
menyadurkan pendgpat umum serta mendorong  peran  aktif masyarakat  ddam
pembangunan nasiond dan daerah serta melestarikan lingkungan  hidup;
mencegah monopoli  kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang
penyiaran,
h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan,
dan memperkuat daya saing bangsa dalam eraglobdisas;
i. memberikan informas yang benar, sembang, dan bertanggung jawab;
J.  memagukan kebudayaan nasiondl.

0 a0o

Q@

BAB Il
PENY ELENGGARAAN PENYIARAN

Bagian Pertama



Umum

Pasd 6

(1) Penyiaran disdenggarakan dalam satu Sstem penyiaran nasiond.

(2) Ddam ggem penyiaan nasond sebagamana dimeksud ddam ayat (1), Negara
menguasa  spektrum  frekuens  radio yang digunakan untuk  penyelenggaraan
penyiaran guna sebesar- besarnya kemakmuran rakyat.

(3) Ddam dgem penyiaan nasond terdapat lembaga penyiaran dan pola jaringan yang
adil dan terpadu yang dikembangkan dengan membentuk stasiun jaringan dan stasiun
lokal.

(4) Untuk penyelenggaraan penyiaran, dibentuk sebuah komis penyiaran.

Bagian Kedua
Komis Penyiaran Indonesa

Pasa 7

(1) Komis penyiaran sebagaimana dimaksud ddam Pasd 6 ayat (4) dissbut Komis
Penyiaran Indonesig, disingkat KPI.

(2 KPI sbagal lembaga negara yang bersfat independen mengatur ha-hd  mengenai
penyiaran.

(3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di
tingkat proving.

(4) Ddam menjdankan fungd, tugas, wewenang dan kewgibannya, KPI Pusat diawas
oleh Dewan Perwakilan Rekyat Republik Indonesa, dan KPI Daerah diawas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proving.

Pesal 8
(1) KPRl sebaga wujud peran sarta masyarakat berfungs mewadahi aspiras  serta
mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran.
(2) Ddan menjdankan fungsnya sebagamana dimeksud ddam aya (1), KPI
mempunya wewenang:
a. menetgpkan standar program Saran,
b. menyusun peraturan dan menetgpkan pedoman perilaku penyiaran;
C. mengawas peaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar
program Saran;
d. memberikan sanks terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku
penyiaran serta standar program Saran;
e. meakukan koordinas dan/atau kerjasama dengan Peme-rintah, lembaga
penyiaran, dan masyarakat.
(3) KPI mempunyai tugas dan kewgjiban :
a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informas yang layak dan benar sesua
dengan hak asas manusig;
b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
c. ikut membangun iklim pesangan yang seha antalembaga penyiaran dan
indugtri terkait;
d. memdiharatatanan informas nasond yang adil, merata, dan sambang;
e. menampung, menditi, dan menindaklanjuti aduan, sang-gahan, serta kritik dan
gpresias masyarakat terhadap penye-lenggaraan penyiaran; dan
f.  menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manuda yang menjamin
profesonditas di bidang penyiaran.

Pasa 9
(1) Anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7
(tujuh) orang.
(2) Ketuadan wakil ketua KPI dipilih dari dan oleh anggota.
(3) Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga)
tahun dan dapat dipilih kembdi hanyauntuk 1 (satu) kai masa jabatan berikutnya.



(4) KPI dibantu oleh sebuah sekretariat yang dibiaya oleh negara.

(5) Ddam meaksanekan tugasnya, KPPl dapat dibantu oleh tenaga ahli sesual dengan
kebutuhan.

(6) Pendanaan KPPl Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan
pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10
(1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota KPI harus dipenuhi syarat sebagai berikut:
a. warganegara Republik Indonesiayang bertakwa kepada Tuhan Yang MahaEsg;
b. stia kepada Pancasla dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesa

Tahun 1945;

berpendidikan sarjana aau memiliki kompeters inteektua yang setara;

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkel akuan tidak tercelg;

memiliki kepedulian, pengetahuan darvatau pengdaman dadam bidang penyiaran;

tidek terkait langsung atau tidek langsung dengan kepemilik-an media massa;

bukan anggota legidatif dan yudikatif;

bukan pgabat pemerintah; dan
J. nonpartisan.

(2) Anggota KPI' Pusat dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan
KPl Dagrah dipilih oleh Dewan Pewakilan Rekyat Daerah Provind aas usul
masyarakat melaui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka

(3) Anggota KPI Pusat secara adminidretif ditetgpkan oleh Presden atas usul Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPlI Daerah secara adminigtratif
ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Proving.

(4) Anggota KP! berhenti karena:

a. masajabatan berakhir;

b. meninggd dunig

c.  mengundurkan diri;

d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan
hukum tetap; atau

e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

TS o a0

Pasal 11

(1) Apabila anggota KPI berhenti dalam masa jabatannya karena adasan sebagamana
dimaksud ddam Pasd 10 aya (4) huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e yang
bersangkutan digantikan oleh anggota pengganti sampai habis masa jabatannya.

(2) Penggantian anggota KPI Pusat secara adminidreatif ditetapkan oleh Presden atas
usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara
adminigratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Proving.

(3) Ketentuan mengena  tata cara penggantian anggota KPI sebagamana  dimaksud
dalam ayat (1) diatur Iebih lanjut oleh K.

Pasal 12
Ketentuan lebih lanjut mengena pembagian kewenangan dan tugas KPI sebagaimana
dimaksud daam Pasd 8, pengaturan tata hubungan antara KPI Pusat dan KPI Daerah,
sata tata cara penggantian anggota KPPl sebagamana dimaksud ddam Pasd 11
ditetapkan dengan Keputusan KPI Pusat.

Bagian Ketiga
Jasa Penyiaran

Pasal 13
(1) Jesapenyiaran terdiri atas.
a jasapenyiaranradio; dan
b. jasapenyiaran tdevis.



(2) Jesa penyiaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disdengga-rakan oleh:
a. Lembaga Penyiaran Publik;
b. Lembaga Penyiaran Swasta;
c. Lembaga Penyiaran Komunitas, dan
d. Lembaga Penyiaran Berlangganan.

Bagian Keempat
Lembaga Penyiaran Publik

Pasa 14

(1) Lembaga Penyiaran Publik sebagamana dimaksud ddam Pasd 13 ayat (2) huruf a
addah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara,
bersfa independen, netrd, tidek komersid, dan berfungs memberikan layanan untuk
kepentingan masyarakat.

(2) Lembaga Penyiaran Publik sebagaimana dimeksud ddam ayat (1) terdiri atas Radio
Republik Indonesa dan Televis Republik Indonesa yang stasun pusat penyiarannya
berada di ibukota Negara Republik Indonesia.

(3) Di dagrah proving, kabupaten, atau kota dgpat didirikan Lembaga Penyiaran Publik
lokdl.

(4) Dewan pengawas dan dewan direks Lembaga Penyiaran Publik dibentuk sesual
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Dewan pengawas ditetgpkan oleh Presden bagi Radio Republik Indonesia dan
Tdevis Republik Indonesa atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesig;
atau olen Gubernur, Bupeti, atau Waikota bagi Lembaga Penyiaran Publik loka aas
usul Dewan Perwakilan Rekya Daerah, setdah mddui uji kepatutan dan kelayakan
secara terbuka atas masukan dari pemerintah dan/atau masyarakat.

(6) Jumlah anggota dewan pengawas bagi Radio Republik Indonesa dan Teevis
Republik Indonesa sebanyak 5 (lima orang dan dewan pengawas bagi Lembaga
Penyiaran Publik Lokal sebanyak 3 (tiga) orang.

(7) Dewan direks diangkat dan ditetapkan oleh dewan pengawas.

(8) Dewan pengawas dan dewan direks Lembaga Penyiaran Publik mempunya masa
kerja 5 (lima@) tahun dan dapat dipilih kembai hanya untuk 1 (satu) kai masa kerja
berikutnya

(9) Lembaga Penyiaran Publik di tingkat pusat diawas oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesa dan Lembaga Penyiaran Publik di tingkat daerah diawas oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

(10) Ketentuan lebih lanjut mengena Lembaga Penyiaran Publik disusun oleh KPI

bersama Pemerintah.

Pasal 15
(1) Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik berasd dari :
a iuran penyiaran,
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;
C. sumbangan masyarakat;
d. gaaniklan; dan
e. usahalainyang sah yang terkait dengan penyeenggaraan penyiaran.
(2) Sdtigp &khir tahun anggaran, Lembaga Penyiaran Publik wgib membuat lgporan
keuangan yang diaudit oleh akuntan publik dan hesinya diumumkan meddui media
massa.

Bagian Kdima
Lembaga Penyiaran Swasta

Pasal 16



(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagaimana dimaksud daam Pasd 13 ayat (2) huruf b
addah lembaga penyiaran yang bersfat komersad berbentuk badan hukum Indonesia,
yang bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran radio atau tdevis.

(2) Warga negara asing dilarang menjadi pengurus Lembaga Penyiaran Swadta, kecudi
untuk bidang keuangan dan bidang teknik.

Pasal 17

(1) Lembaga Penyiaran Swasta sebagamana dimaksud dadam Pasd 16 ayat (1) didirikan
dengan modd awa yang sduruhnya dimiliki oleh warga negara Indonesa da/atau
badan hukum Indonesia.

(2) Lembaga Penyiaran Swasta dgpat melakukan penambahan dan pengembangan daam
rangka pemenuhan modd yang berasd dai modad asing, yang jumlahnya tidek lebih
dari 20% (dua puluh per seratus) dai sduruh modd dan minimum dimiliki oleh 2
(dua) pemegang saham.

(3) Lembaga Penyiaran Swasta wgib memberikan kesempatan kepada karyawan untuk
memiliki saham perusahaan dan memberikan bagian laba perusahaan.

Pasa 18

(1) Pemusatan kepemilikan dan penguasaan Lembaga Penyiaran Swasta oleh satu orang
aau sau badan hukum, bak di satu wilayah Saran maupun di beberapa wilayah
Saran, dibatas.

(2) Kepemilikan dlang antara Lembaga Penyiaran Swasta yang menyeenggarakan jasa
penyiaran radio dan Lembaga Penyiaran Swasda yang menydenggarekan jasa
penyiaran televid, antara Lembaga Penyiaran Swasta dan perusahaan media cetak,
sarta antara Lembaga Penyiaran Swasta dan lembaga penyiaran swasta jasa penyiaran
lainnya, baik langsung maupun tidak langsung, dibatas.

(3) Pengaturan jumlah dan cakupan wilayah Saan lokd, regiond, dan nasond, bak
untuk jasa penyiaran radio maupun jasa penyiaran tdevid, disusun oleh KPI bersama
Pemerintah.

(4) Ketentuan lebih  lanjut  mengena  pembatasan  kepemilikan dan  penguasaan
sebagamana dimaksud ddam ayat (1) dan pembatasan  kepemiliken  slang
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disusun oleh KPPl bersama Pemerintah.

Pasal 19
Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Swasta diperoleh dari:
a. daaniklan; danv/atau
b. usahalain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 20
Lembaga Penyia’an Swadta jasa penyiaan radio dan jasa penyiaran tdevis masing-
masng hanya dapa menydenggarakan 1 (satu) Saran dengan 1 (satu) sduran Saran
pada 1 (satu) cakupan wilayah Saran.

Bagian Keenam
Lembaga Penyiaran Komunitas

Pasal 21

(1) Lembaga Penyiaran Komunitas sebagaimana dimaksud ddam Pasd 13 ayat (2) huruf
¢ merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, didirikan
oleh komunitas tertentu, berdfat independen, dan tidek komersid, dengan daya
pancar rendah, luas jangkauan wilayah terbatas, serta untuk meayani  kepentingan
komunitasnya

(2) Lembaga Penyiaaan Komunitas sebagamana dimeksud ddam aya (1)
disdenggarakan :
a tidék untuk mencari laba aau keuntungan aau tidek merupakan bagian

perusahaan yang mencari keuntungan semata; dan



b. untuk mendidik dan memgukan masyarakat ddam mencepa  kesgahteraan,
dengan meaksanakan program acara yang mdiputi budaya, pendidikan, dan
informas yang menggam:barkan identitas bangsa.

(3) Lembaga Penyiaran Komunitas merupakan komunitas nonpartisan yang keberadaan
organisasnya

a tidk mewekili organisas daau lembaga asng seta bukan  komunitas
internasiond;

b. tidak terkait dengan organisas terlarang; dan

c. tidek untuk kepentingan propaganda bagi kelompok atau golongan tertentu.

Pasal 22
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas didirikan aas biaya yang diperoleh dari kontribus
komunitas tertentu dan menjadi milik komunitas tersebut.
(2) Lembaga Penyiaran Komunitas dapat memperoleh sumber pembiayaan  dari
sumbangan, hibah, sponsor, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23
(1) Lembaga Penyiadan Komunitas dilarang menerima bantuan dana awd mendirikan
dan dana operasond dari pihak asng.
(2) Lembaga Penyiran Komunitas dilarang melakukan sSaan iklan dan/aau Saran
komersd lainnya, kecudi iklan layanan masyarakat.

Pasal 24
(1) Lembaga Penyiaran Komunitas wgib membuat kode etik dan tata tertib untuk
diketahui oleh komunitas dan masyarakat lainnya.
(2 Ddam hd tejadi pengaduan dari komunitas atau masyarakat lain  terhadap
pelanggaran kode etik dan/atau tata tertib, Lembaga Penyiaran Komunitas waib
melakukan tindakan sesual dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketujuh
Lembaga Penyiaran Berlangganan

Pasal 25

(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 13 ayat (2)
huruf d merupakan lembaga penyiaran berbentuk badan hukum Indonesia, yang
bidang usshanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dan wagib
terlebih dahulu memperoleh izin penyeenggaraan penyiaran berlangganan.

(2) Lembaga Penyiaan Berlangganan sebagamana  dimeksud ddam  aya (1)
memancarluaskan aau menyaurkan maeri  darannya secara khusus  kepada
pelanggan meldui radio, tdevid, multi-media, atau mediainformas lainnya.

Pasal 26
(1) Lembaga Penyiaran Berlangganan sebagaimana dimaksud dalam Pasd 25 terdiri atas:

a. Lembaga Penyiaran Berlangganan melaui satdlit;

b. Lembaga Penyiaran Berlangganan mddui kabdl; dan

c. Lembaga Penyiaran Berlangganan meaui teredtrid.

(2) Ddam menyeenggarakan Sarannya, Lembaga Penyiaran Ber-langganan harus

a meakukan sensor internd terhadgp semua i9 Saran yang akan disarkan dan/atau
disdlurkan;

b. menyediakan paing sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari kapasitas kand sduran
untuk menyadurkan program dai Lembaga Penyiaran Publik dan Lembaga
Penyiaran Swasta; dan

c. menyedigkan 1 (satu) kand sduran daran produks daam negeri berbanding 10
(sepuluh) saran produks luar negeri pding sedikit 1 (satu) kand sduran Saran
produks dalam negeri.

(3) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Berlangganan berasa dari :

a. iuran berlangganan; dan



b. usahalain yang sah dan terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 27
Lembaga Penyiaran Berlangganan mddui satdit, sebagamana dimeksud ddam Pasd 26
ayat (1) huruf a, harus memenuhi ketentuan sebagal berikut :
a memiliki jangkauan daan yang dapat diteima di  wilayah Negara Republik
Indonesia;
memiliki sasiun pengenddi saran yang berlokas di Indonesig;
memiliki sasiun pemancar ke satdit yang berlokas di Indonesig;
menggunakan satdit yang mempunyal landing right di Indonesia; dan
menjamin agar darannya hanya diterima oleh pelanggan.
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Pasal 28
Lembaga Penyiaran Berlangganan meaui kabd dan medui teredtrid, sebagamana
dimaksud ddam Pasd 26 ayat (1) huruf b dan huruf ¢, harus memenuhi ketentuan
Sebagal berikut :
a. memiliki jangkauan daran yang mdiputi satu daerah layanan sesua dengan izin yang
diberikan; dan
b. menjamin agar Sarannya hanya diterima oleh pelanggan.

Pasal 29
(1) Ketentuan sebagamana dimaksud ddam Pasd 16 ayat (2), Pasd 17, Pasd 18, Pasd
33 ayat (1) dan ayat (7), Pasd 34 ayat (4) dan ayat (5) berlaku pula bagi Lembaga
Penyiaran Berlangganan.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 ayat (1) disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Keddapan
Lembaga Penyiaran Asing

Pasal 30
(1) Lembaga penyiaran asing dilarang didirikan di Indonesia
(2) Lembaga penyiaran asing dan kantor penyiaran asng yang akan melakukan kegiatan
jurndigtik di Indonesig, bak yang disarkan secara langsung maupun daam rekaman,
harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengena pedoman kegiatan peliputan lembaga penyiaran
adng disusun oleh KPI bersama Pemerintah.

Bagian Kesambilan
Stasun Penyiaran dan Wilayah Jangkauan Siaran

Pasal 31

(1) Lembaga penyiaran yang menyelenggarakan jasa penyiaran radio aau jasa penyiaran
televid terdiri atas Sasun penyiaran jaringan dan/atau asun penyiaran lokd.

(2) Lembaga Penyiaran Publik dapat menydenggarakan sSaan dengan Ssem sasiun
jaringan yang menjangkau saluruh wilayah negara Republik Indonesa

(3) Lembaga Penyiaran Swadta dgpat menydenggarakan daran medui ssem dasun
jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengena pelaksanaan Sgem dasun jaringan disusun oleh
KPl bersama Pemerintah.

(5) Stasun penyiaran loka dapat didirikan di lokas tetentu ddam wilayah negara
Republik Indonesia dengan wilayah jangkauan Siaran terbatas pada lokas tersebut.

(6) Mayoritas pemilikan modd awa dan pengdolaan sasun penyiaran lokd diutamakan
kepada masyarakat di daerah tempat stasiun loka itu berada.

Bagian Kesepuluh



Rencana Dasar Teknik Penyiaran dan
Persyaratan Teknis Perangkat Penyiaran

Pasa 32

(1) Setigp pendirian dan penyelenggaraan penyiaran waib memenuhi ketentuan  rencana
dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis perangkat penyiaran.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan
teknis perangkat penyiaran sebagamana dimaksud ddam aya (1) disusun lebih lanjut
oleh KPl bersama Pemerintah sesua dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Bagian Kesebdlas
Perizinan

Pasal 33

(1) Sebdlum menydenggarakan kegiatannya lembaga penyiaran wagib memperoleh izin
penyeenggaraan penyiaran.

(2) Pemohon izin wgib mencantumkan nama, vid, mid, dan format daan yang akan
disdenggarakan serta memenuhi persyaratan sesual dengan ketentuan undang-undang
ini.

(3) Pemberian izin penydenggaraan penyiaran sebagaimana dimeksud ddam ayat (1)
berdasarkan minat, kepentingan dan kenyamanan publik.

(4) 1zin dan perpanjangan izin penydenggaraan penyiaran diberikan oleh negara setdah
memperoleh:

a. masukan dan hasil evduas dengar pendapat antara pemohon dan KPI;

b. rekomendas kelayakan penyeenggaraan penyiaran dari KPI;

c. hasl kesepakatan dadam forum ragpat bersama yang diadakan khusus untuk
perizinan antara KPPl dan Pemerintah; dan

d. izin adokas dan penggunaan spekirum frekuens radio oleh Pemerintah atas usul
KPI.

(5) Atas dasar hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf ¢, secara
adminidratif izin penyeenggaraan penyiaran diberikan oleh Negarameaui KHI.

(6) 1zin  penydenggaraan dan pepanjangan izin  penyeenggaraan  penyiaran  waib
diterbitkan paing lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setdah ada kesepakatan dari
forum rapat bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf c.

(7) Lembaga penyiaran wgib membayar izin penydenggaraan penyiaran medui  kas
negara.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenal tata cara dan persyaratan perizinan penydenggaraan
penyiaran disusun oleh KPPl bersama Pemerintah.

Pasal 34
(2) 1zin penyelenggaraan penyiaran diberikan sebagal berikut:
a. izin penydenggaraan penyiaran radio diberikan untuk jangka waktu 5 (lima)

tahun;
b. izin penydenggaraan penyiaan televis diberiken untuk jangka waktu 10
(sepuluh) tahun.
(2) 1zin sebagaimana dimaksud ddam aya (1) huruf a dan huruf b masing-masng depat
diperpanjang.

(3) Sebelum memperoleh izin tetap penydenggaraan penyiaran, lembaga penyiaran radio
wgib medadui masa uji coba daran pding lama 6 (enam) bulan dan untuk lembaga
penyiaran televis wajib mddui masa uji cobasaran paing lama 1 (satu) tahun.

(4) 1zin penyelenggaraan penyiaran dilarang dipindahtangankan kepada pihak lain.

(5) 1zin penyelenggaraan penyiaran dicabut karena:

a. tidak lulus masa uji cobasiaran yang telah ditetapkan;
b. meanggar penggunaan spektrum frekuens radio dan/aau wilayah  jangkauan
Saran yang ditetapkan;



c. tidek melakukan kegiatan daran lebih dari 3 (tigd) bulan tanpa pemberitahuan
kepada KPI;

d. dipindahtangankan kepada pihak lain;

e. meanggar ketentuan rencana dasar teknik penyiaran dan persyaratan teknis
perangkat penyiaran; atau

f. meanggar ketentuan mengenal dandar program daran setdah adanya putusan
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(6) 1zin penydenggaraan penyiaran dinyatakan berakhir karena habis masa izin dan tidak
diperpanjang kembdli.

BAB IV
PELAKSANAAN SIARAN

Bagian Pertama
IS Saran

Pasal 35
IS Saran harus sesua dengan asas, tujuan, fungd, dan arah Saran sebagamana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Pasal 36

(1) 19 daran wgib mengandung informas, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk
pembentukan intelektuditas, watak, mord, kemguan, kekuatan bangsa, menjaga
persatuan dan kesatuan, serta mengamakan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

(2) IS daan dai jasa penyiaran tdevid, yang disdenggarakan oleh Lembaga Penyiaran
Swasta dan Lembaga Penyiaran Publik, wagib memuat sekurang-kurangnya 60%
(enam puluh per seratus) mata acara yang berasa dari dalam negeri.

(3) Is daan wgib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khaayak
khusus, yatu anak-anak dan remga, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang
tepat, dan lembaga penyiaan wgib mencantumkan dan/atau menyebutken klasfikas
khalayak sesuai dengan is Saran.

(4) Is daan wgib dijaga nerditasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan
golongan tertentu.

(5) 19 daandilarang :

a. bergfat fitnah, menghasut, menyesatkan danv/atau bohong;

b. menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyaahtgunaan narkotika dan
obat terlarang; atau

c. mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.

(6) 19 daran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan
nilai-nila agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasiond.

Bagian Kedua
Bahasa Siaran

Pasal 37
Bahasa pengantar utama ddam penyeenggaraan program Saran harus Bahasa Indonesa
yang baik dan benar.

Pasal 38
(1) Bahasa dagrah dapat digunakan sebaga bahasa pengantar daam penyeenggaraan
program Saran muatan loka dan, gpabila diperlukan, untuk mendukung mata acara
tertentu.
(2) Bahasa asng hanya dapat digunakan sebaga bahasa pengantar sesua  dengan
keperluan suatu mata acara Saran.

Pasal 39



(1) Mata acara Saran berbahasa asng dapat disarkan daam bahasa adinya dan khusus
untuk jasa penyiaran teevid harus diberi teks Bahasa Indonesa atau secara sdlektif
disulihsuarakan ke ddam Bahasa Indonesa sesua dengan keperluan mata acara
tertentu.

(2) Sulih suara bahasa asng ke ddam Bahasa Indoneda dibatas paling banyak 30% (tiga
puluh per seratus) dari jumlah mata acara berbahasa asing yang disarkan.

(3) Bahasaisyarat dapat digunakan dalam mata acara tertentu untuk khalayak tunarungu.

Bagian Ketiga
Rda dan Saran Ber'sama

Pasal 40

(1) Lembaga penyiaan dagpat meakukan rda daran lembaga penyiaran lain, bak
lembaga penyiaran ddam negeri maupun dari lembaga penyiaran luar negeri.

(2) Rda daran yang digunakan sebagal acara tetap, bak yang berasa dari daam negeri
maupun dari luar negeri, dibatas.

(3) Khusus untuk rela saran acara tetgp yang berasd dari lembaga penyiaran luar negeri,
durag, jenis dan jumlah mata acaranya dibatas.

(4) Lembaga penyiaran dapat melakukan rda saran lembaga penyiaran lain secara tidak
tetgp aas mata acara tertentu yang bersfat nasond, internasiond, dan/atau mata
acarapilihan.

Pasal 41
Antar lembaga penyiaran dapat bekerja sama melakukan Saran bersama segpanjang Saran
dimaksud tidak mengarah pada monopoli informas dan monopoli pembentukan opini.

Bagian Keempat
Kegiatan Jurndidtik

Pasa 42
Wartawan penyiaran ddam meaksanakan kegiatan jurndistik media dektronik tunduk
kepada Kode Etik Jurnalistik dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Kdima
Hak Siar

Pasal 43
(1) Setigp mata acarayang disarkan wgib memiliki hak gar.
(2) Daam menayangkan acara Saran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak sar.
(3) Kepemilikan hak dar sebagamana dimaksud ddam ayat (2) harus disebutkan secara
jelas dalam mata acara.
(4) Hak dar dari sdtigp mata acara Saran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

Bagian Keenam
Rada Saran

Pasal 44

(1) Lembaga penyiaran waib meakukan raat apabila is Saran dan/atau berita diketahui
terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan, atau terjadi sanggahan atas iS Saran dan/atau
berita

(2) Rdat aau pembetulan dilakukan ddam jangka waktu kurang dari 24 (dua puluh
empat) jam berikutnya, dan gpabila tidak memungkinkan untuk dilakukan, ralat dapat
dilakukan pada kesempatan pertama serta mendapat perlakuan utama.

(3) Rdat aau pembetulan sebagamana dimaksud ddam ayat (2) tidek membebaskan
tanggung jawab aau tuntutan hukum yang digukan oleh pihak yang merasa
dirugikan.



Bagian Ketuyuh
Argp Saran

Pasal 45
(1) Lembaga Penyiaran wagib menyimpan bahan gSaan, termasuk rekaman audio,
rekaman video, foto, dan dokumen, sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun setelah disarkan.
(2) Bahen saran yang memiliki nila sgarah, nila informed, aau nila penyiaran yang
tinggi, waib diserahkan kepada lembaga yang ditunjuk untuk menjaga kelestariannya
sesual dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bagian Keddapan
Saanlklan

Pasal 46

(1) Saaniklan terdiri atas Saran iklan niaga dan saran iklan layanan masyarakat.

(2) Saran iklan wgib menadti asas, tujuan, fungd, dan aah penyiaran sebagamana

dimaksud dalam Pasdl 2, Pasdl 3, Pasal 4, dan Pasdl 5.

(3) Saan iklan niaga dilarang melakukan:

a. promos yang dihubungkan dengan garan suatu agama, ideologi, pribadi dan/atau
kelompok, yang menyinggung perassan dan/atau merendahkan martabat agama
lain, ideologi lain, pribadi lain, atau kelompok lain;

b. promos minuman keras atau sgenisnya dan bahan aau zat adiktif;

promos rokok yang memperagakan wujud rokok;

ha-hd yang bertentangan dengan kesuslaan masyarakat dan nila-nila agama

dan/atau

e. eksploitas anak di bawah umur 18 (delgpan belas) tahun.

(4 Maei daan iklan yang disakan mddui lembaga penyiaran wagib memenuhi
persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI.

(5) Saaniklan niagayang disarkan menjadi tanggung jawab lembaga penyiaran.

(6) Saan iklan niaga yang disarkan pada mata acara Saran untuk anak-anak wagib
mengikuti Standar Saran untuk anak-anak.

(7) Lembaga Penyiaran wgib menyedigkan waktu untuk daan iklan layanan
masyarakat.

(8) Waktu saan iklan niaga untuk Lembaga Penyiaran Swasta pading banyak 20%
(dua puluh per seratus), sedangkan untuk Lembaga Penyiaran Publik paing banyak
15% (lima belas per seratus) dari seluruh waktu Saran.

(9) Waktu saan iklan layanan masyarakat untuk Lembaga Penyiaran Swasta pding
sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari daran iklan niaga, sedangkan untuk Lembaga
Penyiaran Publik paing sedikit 30% (tiga puluh per seratus) dari Saran iklamya.

(10) Waktu daran lembaga penyiaan dilarang dibdi oleh sgpa pun untuk kepentingan
gpa pun, kecudi untuk siaran iklan.

(11) Materi daran iklan waib menggunakan sumber daya dalam negeri.
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Bagian Kesambilan
Sensor IS Saran

Pasal 47
IS daan ddam bentuk film dan/aau iklan wagib memperoleh tanda lulus sensor dari
lembaga yang berwenang.

BABV
PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN

Pasal 48
(1) Pedoman perilaku penyiaran bagi penyelenggaraan saran ditetgpkan oleh KPI.



(2) Pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimeksud dadam ayat (1) disusun dan
bersumber pada:
a. nila-nila agama, mord dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
b. norma-norma lain yang berlaku dan diterima oleh masyarakat umum dan lembaga

penyiaran.

(3) KPI waib menerbitkan dan mensosdisaskan pedoman perilaku penyiaran kepada
Lembaga Penyiaran dan masyarakat umum.

(4) Pedoman perilaku penyiaran menentukan dandar is daran yang sekurang-kurangnya
berkaitan dengan:

rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;

rasa hormat terhadap ha pribadi;

kesopanan dan kesusilaan;

pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;

perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan,;

penggolongan program dilakukan menurut usia khdayak;

penyiaran program daam bahasa asing;

ketepatan dan kenetralan program berita;

daran langsung; dan
[. gaaniklan.

(5) KPI memfasilitas pembentukan kode etik penyiaran.
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Pasal 49
KPl secara berkala menila pedoman perilaku penyiaran sebagaimana dimeksud daam
Pasd 48 aya (3) sesua dengan perubahan peraturan perundang-undangan dan
perkembangan norma-norma yang berlaku daam masyarakat.

Pasal 50

(1) KPI waib mengawas peaksanaan pedoman perilaku penyiaran.

(2) KPI wgib menerima aduan dari setigp orang atau kelompok yang mengetahui adanya
pelanggaran terhadap pedoman perilaku penyiaran.

(3) KPI wagib menindaklanjuti aduan resmi mengena  hd-hd yang berdfat mendasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasd 8 ayat (3) huruf e.

(4) KPI wgib meneruskan aduan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan dan
memberikan kesempatan hak jawab.

(5 KM wagib menyampakan secara tertulis hasl evauas dan penilaan kepada pihak
yang menggukan aduan dan Lembaga Penyiaran yang terkait.

Pasal 51
(1) KPI dapat mewsgjibkan Lembaga Penyiaran untuk menyiarkan dan/atau menerbitkan
pernyataan yang berkaitan dengan aduan sebagaimana dimaksud daam Pasa 50 ayat
(2) apabilaterbukti benar.
(2) Semua Lembaga Penyiaran wajib menaati keputusan yang dikduarkan olen KPI yang
berdasarkan pedoman perilaku penyiaran.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 52

(1) Setigp warga negara Indonesa memiliki hak, kewgjiban, dan tanggung jawab daam
berperan serta mengembangkan penyel enggaraan penyiaran nasiond.

(2) Organisas nirlaba, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan kaangan
pendidikan, dapat mengembangkan kegiatan literas  dan/atau pemantauan Lembaga
Penyiaran.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dagpat menggjukan keberatan
terhadap program dar/atau is Saran yang merugikan.

BAB VII



PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53
(1)) KPI  Pusat ddam menjdankan fungd, wewenang, tugas, dan kewsgibannya
bertanggung jawab kepada Presden dan menyampaikan laporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
(2) KPI Dagrah ddam menjdankan fungd, wewenang, tugas, dan kewgibannya
bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampakan lgporan kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Dagrah Proving.

Pasal 54
Pimpinan badan hukum lembaga penyiaran bertanggung jawab secara umum aas
penydenggaraan penyiaran dan wgib menunjuk penanggung jawab atas tigp-tigp
program yang dilaksanakan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 55

(1) Setigp orang yang meanggar ketentuan sebagaimana dimeksud ddam Pasd 15 ayat
(2), Pasal 20, Pasal 23, Pasal 24, Pasd 26 ayat (2), Pasal 27, Pasd 28, Pasal 33 ayat
(7), Pasd 34 ayat (5) huruf @, huruf ¢, huruf d, dan huruf f, Pasd 36 ayat (2), aya (3),
dan ayat (4), Pasa 39 ayat (1), Pasa 43 ayat (2), Pasa 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1),
Pasal 46 ayat (6), aya (7), ayat (8), ayat (9), dan ayat (11), dikena sankd
adminigraif.

(2) Sanks administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
a. tegurantertulis
b. penghentian sementara mata acaa yang bemasdah satdah mddui  tahap

tertentu;

pembatasan duras dan waktu Saran;

denda adminigtrtif;

pembekuan kegiatan Saran untuk waktu tertentu;

tidak diberi perpanjangan izin penyelenggaraan penyiaran;
g. pencabutan izin penyeenggaraan penyiaran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengena tata caa dan pemberian sanks  adminigtratif
sebagaimana dimaksud ddam ayat (1) dan aya (2) disusun oleh KPl bersama
Pemerintah.
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BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 56
(1) Penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dilakukan
sesual dengan Kitab Undang- undang Hukum Acara Pidana.
(2) Khusus bagi tindek pidana yang terkait dengan pelanggaran ketentuan sebagaimana
dimaksud dadam Pasd 34 ayat (5) huruf b dan huruf e penyidikan dilakukan oleh
Pejabat Pegawal Negeri Sipil sesual dengan ketentuan Undang- undang yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 57
Dipidana dengan pidana penjara pding lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan
pidana penaa pding lama 5 (lima tahun dan/aau denda pding banyak
Rp10.000.000.000,00 (sepulun miliar  rupiah) untuk penyiaran teevis, setigp orang
yag:



melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasal 17 ayat (3);
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 18 ayat (2);
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
melanggar ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5);
melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 36 ayat (6).
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Pasal 58

Dipidana dengan pidana penjara pding lama 2 (dua) tahun darvatau denda pding banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk penyiaran radio dan dipidana dengan
pidana penjaa pding lama 2 (dua) tahun dan/aau denda pding banyak
Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah) untuk penyiaran televig, setigp orang yang:

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud daam Pasd 18 ayat (1);

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dadam Pasd 33 ayat (1);

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dadam Pasd 34 ayat (4);

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ddam Pasd 46 ayat (3).
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Pasal 59
Setigp orang yang meanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (10)
dipidana dengan pidana denda paing banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
untuk penyiaran radio dan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk
penyiaran televig.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

(1) Dengan berlakunya Undang-undang ini, segada peraturan pelaksanaan di bidang
penyiaran yang ada tetegp berlaku sepanjang tidek bertentangan atau belum diganti
dengan yang baru.

(2) Lembaga Penyiaran yang sudah ada sebdum diundangkannya Undang-undang ini
tetagp dapat menjdankan fungsnya dan wgib menyesuakan dengan ketentuan
Undang-undang ini pding lama 2 (dua) tahun untuk jasa penyiaran radio dan pding
lama 3 (tigd tahun untuk jasa penyiaran tdevis sgak diundangkannya Undang-
undang ini.

(3) Lembaga Penyiaan yang sudah mempunya dasun rea, sebeum diundangkannya
Undang-undang ini dan sedah  berakhimya masa penyesuaian, mash  dapat
menydenggarakan penyidan medui dasun rdanya, sampa dengan berdirinya
dasun loka yang berjaringan dengan Lembaga Penyiaran tersebut dalam batas waktu
pding lama 2 (dua) tahun, kecudi ada dasan khusus yang ditetapkan oleh KM
bersama Pemerintah.

BAB XiIlI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61
(1) KPI' harus sudah dibentuk sdlambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah diundangkannya
Undang-undang ini.
(2) Untuk pertama kdinya pengusulan anggota KPI digukan oleh Pemerintah atas usulan
masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa

Pasal 62
(1) Ketentuan-ketentuan yang disusun olen KPl bersama Pemerintah  sebagamana
dimaksud dalam Pasd 14 ayat (10), Pasd 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 29 ayat (2),
Pasal 30 ayat (3), Pasal 31 ayat (4), Pasal 32 ayat (2), Pasa 33 ayat (8), Pasal 55 ayat
(3), dan Pasal 60 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Peraturan Pemerintah sebagamana dimeksud ddam aya (1) harus ditetapkan paing
lambat 60 (enam puluh) hari setelah selesai disusun oleh KPPl bersama Pemerintah.



Pa